
pRoveNsl SUMATERA UTARA

pERATURAN WALI Ko皿slBOLGA

NOMOR 1夕TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN DANA AしOKASI KHUSUS NONFISIK

pENING払TAN KA恥s萱TAs KopE孤s量, USAHA KEc暮しDAN MENENGAH

pEMER量NTAH Ko皿s事Bo鵬A皿HUN 2o22

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

wALI Ko皿slBOLGAタ

Menimbang : a. bahwa Dana Auokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan salah catu

sumber pembiayaan bagi Peme轟ntah Kota Siわlga untuk

memberikan dukungan bagi pengembangan sumber daya

manusia dan periingkatan kapasitas Koperasi, Usaha Kecil,

dan Menengah yang efisien dan efektif yang ada di Kota

Sibolga;

b･ bahwa pelaks劃aan bela可a Dana仙okasi鮒usus Non Fisik

Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

sebagaimana telah diatur d血am Pemturan Mente正Koperasi

dan Usaha Kec虹　d狐　Menengah Nomor　01 Tahun　2020

ten屯ng Petu巾uk Teknis Pengguna紬D紬a Alokasi胞usus

Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3

Tahun　2020　tentang Perubahan Atas Pemturan Mente轟

Kope略si dan Usaha Kecil d紬Menengah Nomor 01 Tahun

2020　ten屯ng Petu巾uk Te血1is Pen綬unaan Dana Alokasi

Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha

Kecil dan Mcnengah;

c. bahwa berda闇rkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada bumf a dan bumf b, pc轟u menetapk劃Peraturan Wali

Kota tcntang Pedo皿an Penyele皿ggaraan D狐a A○○kasi畑usus

Non最s址f℃n血gkat紬Kapasiぬs Kopcrasi, Usaha Keen dan

Menengah Peme轟ntah Kota Si蘭lga Tahun 2022;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor　8　Drt. Tchun 1956　tentang

Pem騰ntuka皿　Dae重ah Otonom Kota-Kota Besar dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 092) ;
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2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4866 1 ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun　2011 Nomor　82, Tanbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah

diubah deng狐　Undang-Und狐g Nomor 15　Tahun　2019

tentang perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 12　Tahun　2011 tcnt狐g f℃mbcntukan　騰raturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2019　Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik暮ndonesia Nomor 6398) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tah血2022 ten屯ng Hubung劃

Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta血un 2022 Nomor 4,

Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6757);

5. Unda皿g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang peme轟ntahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

nomor 244, Tambahan Lembaran Nega重a Republ址重ndonesia

Nomor　5587) sebagalmana telah diubah beberapa kali

terakh正　dengan Und紬g-Undang Nomor　9　Tahun　2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 20 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republ並Indoncsia Tahun　2015　Nomor　58, Tambahan

Lemba則Negara Republik重ndonesia Nomor 5679) ;

6. Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kelja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573) ;

7. Pemtu即　Pe皿e止ntah Nomor 12　Tahun　2019　tentang

Pengelolaan Keuangan Dael.all (Lembaran Negara Republik

lndonesia Talun　2019　Nomor　42, Tanbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

8.　Peraturan Pemerintah Nomor　7　Tchun　2022　tentang

Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara

Republ址Indonesia Tahun　2022　Nomor 17, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 1 9) ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor　80　Tahun　2015

tentang Pembentukan Pnduk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah血ubah dengan Peraturan Mente轟D狐am Negeh Nomor

120 Tahun 2018健ntang Pembahan Atas Peraturan Mente正

Dalam Negeri Nomor 80 Talun 2015 Tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);
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10･ Pe重atu則Mente轟Kopemsi d劃Usaha Kecil dan Menengah

Nomor 01 Tahun 2020 tentang Petun]’uk Teknis Penggunaan

Dana Auokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi,

Usaha Kec櫨d劃Menengah (Beh岨Negara Republik重ndonesia

Tahun 2020 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Nomor　3　Tahun　2020　tent紬g Perubahan Atas　耽mturan

Meneteri Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Nomor 1

Tahun 2020 Tentang Petunjuk Tehais Penggunaan Dana Alokasi

Khusus Nonfisik Peningkatan KapasitasKoperasi, Usaha Kecn

dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tchun 2020

Nomo｢ 648) ;

1 1･ Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Pembentukan Perangkat Daerah Kota (Lembaran Daerah Kota

Sibolga Tchun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah

Kota Sibolga Nomor 12);

12･ Pe略tumn Wali Kota Sibo宣ga Nomor 9 Tahun 2017 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi se巾a Tugas dan Fungsi

Dinas Koperasi,　Usaha KecⅡ　dan Menengah dan

Ketenagakeljaan Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga

Tahun 2017 Nomor 41);

MEMUTus払N :

:　pERATURAN WAH KOTA TEN皿G PEDOMAN

PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK

pEN量NGKATAN KA払s量皿s KOpERAs暮, USAHA KEc重L DAN

MENENGAH pEMERIN皿H KOTA s暮BOLGA TAHUN 2022.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pas瓢1

Dalan Peratu- Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

I. Daerah ad租ah Ko岨Si血lga.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan

Peme正ntahan oleh Pemehntah Daerah dan DPRD menurut

±s otonomi dan tugas pembantuan dengan prmslp otonomi

seluas-1uasnya dalan sistem dan prinsip Negara Ke親tuan

Repub櫨k　暮ndonesia seba如重職ma dimaksud dalam Und紬g-

Undang Dasar Republik重ndonesia Tahun 1945.

3･ Peme轟ntah Daerah ad血ah Wali Kota Sibolga dan per紬gkat

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Wali Kota adalah wali Kota sibolga.

5･ An摂aran Pendapatan dan Bela可a Daerah yang sela可uむya

disebut APBD adalah rencana keu狐gan tahunan Peme正ntah

Kota Sibolga yang dibahas dan disetujui be-a oleh Wali
Kota dan DPRD, dan dite血pkan dengan Peratu隠重l Daerah Kota

Sibolga.

6. Dαれa ….



6. Dana Alokasi Thusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah

dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara kepada daera血　tertentu dengan tujuan untuk

membantu mendanai kegiatan Thusus yang merupakan

urus紬daerah dan sesuai dengan p五〇五血s nasion瓢･

7. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi

dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat

DAK Non宜s批PK2UKM ad祖h dana y劃g dialokasika皿dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah

dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan

peningkatan kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah y狙g merupakan urusan daerah･

8. Organi組si Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD

adalah organicasi Perangkat Dael.ah di Lingkungan Pemerintah

Kota Si同lga.

9. Dinas Kope重asi,　Usaha Kec組　dan Menengah dan

Ketenagake車aan ad址ah peran浬楓t daerah yang mempakan

unsur pelaksana urus弧pemehntahan di bid狐g Koperasi

Usaha Kecil dan Menengah.

10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang

seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan

kegiatannya berdacarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai

gerakan ekonomi rakyat yang berdaar ataLs aces kekeluargaan.

1 1. Usaha Mikro, Keen, dan Menengah y狐g sela可utnya dis血gkat

UMKM adalah unit usaha sebagaimana diatur dalan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tent劃g Usaha Mi血℃, Kecil,

dan Menengah.

12. Pela缶h劃ad血ah upaya yang dnakukan secara健rarah dan

be重kesinambungan un血k men血gka此an kuaHtas dan

kapasitas d血am rangka men血gkatk紬　kompetensi sumber

daya manusia Kopemsi dan pengusa書宣a Mi虹o, Kec叫　dan

Menengah.

13. Pelatihan Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Pelatihan

Dahng ad血ah proses Pcla血han yang dnaks餌ak劃　secara

elektronik dengan memanfaatkan teknologi jz-gan
komunikasi dan血重bmasi.

14. Pelatihan Luar Jaingan yang selanjutnya disebut Pelatihan

Lu轟ng ad血ah proses Pelat血an ta血p muka langsung y紬g

semua p重oses　血teraksi pembel雀jarannya tanpa jahngan

komunikasi da皿血書b鵬si.

15. Pelat血an Dalam Ja正ngan dan Pela廿han Lua重Ja五重ig紬yang

selanjutnya disebut Pelatihan Daring dan Pelatihan Luring

adalah proses Pelatihan yang bi温　diselenggarakan secara

elektronik sekaligus tatap muka langsung, atau secara

bcrsama- sama.



16. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi

dan Usaha Kec遭dan Menengah y劃g sela可u血ya dis血gkat

DAK Non鯖sik PK2UKM ad血ah dana yang dialokas址紬dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah

dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan

peningkatan kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah yang merupakan uru鎚m daerah.

17. Koordinator adalah sesorang yang ditunjuk oleh kepala SKPD

Kabupaten/Kota untuk membe正k狐　pennai劃　a屯s　貼ne寄a

tenaga pendamp血g.

18. Pendampingan adalah proses peningkatan produktivitas dan

daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

mel血ui bi皿b血g紬, konsul屯si, dan advokasi yang dilakukan

oleh Tenagr Pendanping secara berkesinanbungan.

19. Tenaga Pendanping adalah seseorang yang telah memenuhi

syarat yang ditentukan, diangkat oleh kepala SKPD

Kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan

Usaha Mikro, Kec組, dan Mcnenga重重.

20. Modul adalah suatu unit pengajaran yang disusun dalam

bentuk te轟entu untuk keperluan Pela色han.

2 I. Kurikulum adalah seperan8kat rencana dan materi pendidikan

dan Pelatihan serta cara yang digunakan sebagai acuan

penye量enggaraan kcgiatan untuk mencapai t巾uan pendidik紬

d狐Pela心han.

22. Penceramah adalah pejabat yang mem址ki kewenangan dalam

kebijakan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah.

23. Narasumber adalah seseorang yang mewa鳥ui pribadi atau

lembaga yang memberikan dan mengetahui secara jelas suatu

infomasi atau menjadi sumber infomasi.

24. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai

pejabat fungsional dengan tugas, tanggung jawab, wewenang

dan hak untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, dan

melatih Pegawal Negeri Sipil, Evaluasi, dan pengembangan

diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah.

25. Fasilitator, Instruktur, atau Pengajar adalah seseorang yang

memili貼　kema皿puan din　kompetensi sesuai dengan

bidangnya dalam ranBka pelaksrmaan Pelatman.

26. Monitoring adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan

terhadap pelaksanaan pendidik紬dan Pelat血紬yang sedang

beljalan untuk mengetahui keberhasilan dan kemungkinan

adanya hanbatan, kendala, penyinpangan, kelemahan, atau

kekurang劃yang te寄adi selama pendid批an dan Pe血亀han.



27.Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap suatu

pelaks劃aan pcndidikan dan Peladhan setelah selumh

kegiatan selesai dilakenakan, sehingga diketahui manfaat dan

dampak重iya.

BAB量重

PENGGUNAAN DAK NONFISIK PK2UKM

Pasal2

(1) Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas
Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah (PK2UKM) bertujuan

untuk membiayal kegiatan :

a. pela心han;

b. pendamp血gan; dan

c. koo重d血ator.

(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dapat d組akukan mel瓢ui Pela心han Dahng dan/atau

Pela亀h糾しu轟ng.

(3) Pendanpingan sebagainana dinaksud pada ayat (1) huruf b

terdi正atas :

a. honora正u皿Tenaga pendamp血g;

b. honora轟um K○○rdinator;

c. biaya廿ansp〇九asi dan/a屯u operasional Pendamp血gan;

dan / atau

d. biaya seleksi dan/atau Evaluasi kinelja Tenaga

Pendamping.

Pasal3

(1) Pelatihan Daring sebagainana dimaksud dalan Pasal 2 ayat

(2) terdi止a屯s :

a. ｣紬gan komunikasi dan infbmasi bempa ｣amgan

intemet, sewa peladen, jase aplikasi elektronik;

b. pulsa peserta;

c. biaya visuaHsasi mated;

d. biaya modul elek廿on址;

e. biaya penunjang berupa kurikulum, silabi, modul dan

se轟競kat Pela亀h劃; dan

青　hono隠hum pencer狐ah, dan Na重asumber.

(2) Pelatihan Luring sebagaimana dinaksud dalan Pasal 2 ayat

(2) terd王轟atas :

a. biaya akomodasi dan konsumsi penyelenggaraan

Pelat血an ;

b. honorarium Penceranah, Widyalswara,　Fasilitator,

Instruktur, dan/atau Pengajar dan Narasumber;

c. transportasi peserta Pelatihan,　Penceramah,

Widyalswara, Fasilitator, Instruktur, dan/atau Pengajar

dan Na略sumber;

d uαng sα也....



d. uang saku harian peserta Pelatihan;

e. biaya加a海ng桐t, spanduk, dokumentasi, penggandaan

materi, dan/atau bahan praktek;

f. fasilitasi biaya uji sertifikasi Pelatihan berbasis

kompetensi; din

轡. biaya penu巾ang bempa ku正kulu皿, sぬbus, modul, dan

se血触租t pela正han.

(3) Ketentuan mengenai bes細an biaya tertinggi dan rincian

komponen kegiatan Pelatihan ditetapkan oleh Menteri

setelah berk○○rd血asi dengan Menteh yang

menyelen鎧eraka皿　ums紬　peme正ntaham di bidang

keuangan.

(4) Satuan biaya paket sebagainana dimaksud pada ayat (3)

dilaksrmakan sesuai dengan ketentuan peraturan

pemndang-undangan.

BAB萱量I

pENANGGUNGJAWAB DAN pE払KSANA KEGIATAN

Pasal4

(1) Penanggungjawab kegiatan DAK Nonfisik PK2UKM yaitu
Kepala Dinas yang membidangi urucan Koperasi dan Usaha

M血o, Kec遭dan Menengah Kota Sibolga atau sebutan lam.

(2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk
sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan

peraturan pemndang-und紬g争n i

BABIV

PENYEしENGGARAAN PEしAT賞HAN

Bagian Kesatu

Kuhkulum dan Mated

Pasal5

(1) Kurikulum disusun berdasarkan jenis Pelatihan yang

dibutuhkan.

(2) Ku正kulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipu缶:

a. tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional

musus;

b. pokok bah謎an atau sub pokok bahasan;

c. metodologi;

d.血at bantu;

e. alokasi waktu; dan

f.　evaluasi.
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(3) S廿u虹u重Kuhkulu皿Peladhan te血壷da正kelompok mated

umum, kelompok mate正in缶, dan kelompok　皿ateh

penu重り狐富･

(4) Auokasi waktu Pelatihan dalam 1 (satu) hari mencakup 8

(delapan) jar pelajaran.

(5) Satu jam pelajaran adalah 45 (empat puluh lima) menit.

(6) Kegiatan Pelatihan dilal{sanakan paling sedikit　24 (dua

puluh empat) jam pelajaran atau 3 (tiga) hari.

Pasal6

(1) Materi Pelatihan disusun berdaserkan pokok baha鎚m dan

sub pokok baha温n untuk menunjang pencapaian tujuan

inst｢uksional umum d狐t巾uan血struksion瓢皿usus.

(2) Mate轟　Pela仕h劃　sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun dalan bentuk Modul, bahan bacaan, dan/atau

れaれdoひで.

(3) Mate轟　Pela仕han sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

(4) Komposisi皿ate正Pela仕han scbagai皿ana dimaksud pada

ayat (3) 1eb血diutamakan pada aspek keteramp組劃･

Bagian Kedua

Jenis Pelatihan

Pasal7

(1) Je正s pela轟han me脆pu仕:

a. perkoperasian;

b. kewhausahaan;

c. keteramp組a皿teknis;

d. man雀je轟al;

e. kompetensi berdaarkan standar kompetensi kelja

nasion出血donesia;

f. teknologi informasi; dan

9, Akses dan Ⅱterasi kcuang劃.

(2) Jenis Pela丘han scbaga血宣a皿a　出血aksud pada ayat (1)

ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan sasaran peserta

Pe重at血an.

(3) Kebutuhan dan sas狐an peseね　Pela廿han sebagaimana

dimaksud　脚da ayat (2)億a｢ahkan untuk　鵬ndukung

kebijakan Pemerintah Fusat dan Pemerintah Daerah dalam

pe皿berdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kec叫　dan

Wiraus貧ha.



Bagian Ketiga

PeseねPelatihan

Pasal8

(1) Peserta Pelatihan ditetapkan oleh Kepala Dinas yang

membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah Kota Sibolga atau sebutan lain, berdas虹kan

iden心血kasi kebutuhan Pela心han dan sasa重an pese正a

Pela仕h狐.

(2) Identi触asi kebutuhan Pelatihan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berdasarkan :

a. usul狐da轟tenaga pendamp血g;

b.打oposal dad Kopemsi, Usaha Mik調, Kecil dan

Wirausaha melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah dan Ketenagake寄aan ;

c. hasil pendaftaran dari peserta secara elektronik atau non

elek寄on波; dan/atau

d. usulan dad pしUT-KUMKM.

(3) Peserta Pelatihan sebagainana dinaksud pada ayat (1)

terdi轟atas :

a. pengums K°pemsi, pengawas Kopemsi, pengel○○a

Koperasi, dan/atau dewan pengawas syariah Koperasi;

b. pelaku usaha mi慮り;

c. pelaku usaha kec叫dan

d. calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula.

(4) Pese轟a Pelat血an sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

untuk setiap angkatan paling sedikit beljumlah 25 (dua

puluh lima) orang.

(5) Peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

d批ecu血ikan bagi :

a. ca○○n wiぬusaha; dan

b. Anggota, pengums, pengawas, pengelola, dan/atau

dewan pengawas koperasi yang memiliki nomor induk

berusaha (NIB) atas mama koperasi.

(6) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan uang harian dan transport sesual dengan

ketentu狐pemturan pemndang- undangan.



Bagian Keempat

Penceramah, Widyaiswara, Fasilitator, Instruktur,

dan/atau Pengajar pelatihan

Pasal9

(1) Penceranah bertugas memberikan pengetahuan dan
wawasan terkalt kebijakan pemberdayaan Koperasi,

Usaha Mikro, dan Usaha Keen.

(2) Widyaiswara, Fasilitator, Instruktur, dan/atau Pengajar
merupakan tenaga kompeten yang berasal dari

akademisi, praktisi, dan pelaku usa重ia yang memenuhi

persyaratan sebagai berikut :

a. memiliki keahlian di bidangnya sesuai dengan jenis

Pela色han; dan/a屯u

b. mem孤i貼modul, bahan baca狐dan/atau hαndou‡.

(3) Fas出血tor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) haⅢs

memiliki sertifikat kompetensi Fasilitator untuk

Pelatihan kompetensi berbasis standar kompetensi kerja

nasion血lndonesia.

(4) Widyaiswara, Fasilitator, Instmktur, dan/atau Pengajar
sebagainana dimaksud pada ayat (2) bertugas :

a. menyiapkan rencana pembelajaran dan materi

pembela]‘aran ;

b. membe五k劃mate正pembel雀jaran;

c. melakukan Ev瓢uasi terhadap basil capaia皿t可u紬

pembelajaran; dan

d. melakukan Ev血uasi terhadap kemampuan pese轟a

setiap mengikuti materi ajaran yang diberikan.

Bagian Kehia

Sarana dan Hasar紬a Pela丘han

Pasal 10

(1) Sar狐a dan pms紬ana Pe血仕han mendukung proses

pembelajaran dan disesuaikan dengan kebutuhan

Pela正h紬.

(2) Sarana dan prasarana Pelatihan sebagainana dimaksud

ayat (1) menggunaha s-a dan pras-a Dinas yang
membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil

da皿Menengah K〇日Sibolga a屯u sebutan lain･

僧/ D由αm-..



(3) Dalam hal arana dan praarana Pelatihan pada Dinas

yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah Kota Sibolga atau sebutan lain tidak

dapat digunakan dengan pertimbangan tertentu, dapat

dilaksanakan di tempat lain yang representative yang

dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Dinas

Koperasi,　Usaha Kecil dan Menengah dan

Ketenagake寄a紬.

Bagian Keenan

Pani色a Pcnyelenggara Pelat血a皿

Pasal 1 1

(1) Panitia penyelenggara Pelatihan berasal dari Dinas yang
membidan産ums弧Kopcmsi d狐Usaha Mikro, Kecn dan

Menengah Kota Sibolga atau sebutan lain yang

melaksrmakan kegiatan DAK Nonfisik PK2UKM.

(2) Panitia penyelenggara Pelatihan DAK Nonfisik PK2UKM
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyal tugas :

a. meng○○rd血asikan pelaks弧aan Pela缶h紬;

b. menyiapkan panduan Pelatihan;

c. menyiapkan Modul, bahan bacaan, dan/atau庇ndot,t,

dan tenaga Penceranah, Widyaiswara, Fasilitator,

Instmktur, dan/atau Pengajar;

d. me種yelesaikan kelengkapan ad皿inis廿asi;

e. menyusun database peserta) Tenaga Pendanping,

Penceranah, Widyaiswara, Fasilitator, Instruktur,

dan/ atau Pengajar secara terpilah;

鼻melaksanak狐　Ev血uasi terhadap p調ses Pelaせh狐;

dan

轡. menyusun lapor紬kegiatan.

BABV

PENDAMP萱NGAN

Pasal 12

(1) Pendampingan dilakukan oleh Tenaga Pendamping pada

saat:

a. sebelum peserta mengikuti Pelatihan;

b. pada saat pese轟a皿engikud Pela寄han; dan

c. setelah peserta mengikuti Pelatihan.

(2) Pendanpingan setelah pelatihan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan pahig lama 10 (sepuluh) bulan

s匂ak ditetapkan sebagai pese轟a.

/3/ own-..



(3) Calon Tenaga Pendanping sebagaimana dimaksud pada

ayat ( I) berasal dad lin8kungan dunia usaha, akademisi,

dan/atau prak寄si.

(4) Calon Tenaga Pendanping sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) memenuhi persyaratan sebagal berikut :

a. Wa｢ga Ncga輪lndonesia (WNI); dan

b. tingkat pendidikan paling rendah diploma 3.

(5) Tenaga Penda皿p玩g sebagai皿狐a di皿aksud pada ayat

(1) be轟ugas :

a. mengidentifikasi kebutuhan Pelatihan bagi sumber

daya manusia Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah ;

b. menyusun rencana kelja pelakrm- Pendampingan
kepada pese轟a pasca Pela働Ian;

c. memberikan bimbingan, konsultasi, advokasi, dan

pendata劃pese轟a Pelaせhan; dan

d. melakukan evaluasi serta melaporkan hasil

pelaksan-　tugas secara berkah kepada kepala

kabupaten / kota,　atau melalui koordinator

Penda皿p血g.

(6)しaporan hasil pelaks餌aan tugas Tenaga Pend劃p血g

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d

sebagai皿劃a tcrcantum d瓢am Lamp止an　量　Peraturan

W瓢i Kota血i, yang mempakan ba!垂m缶dak terpisahkan

da正Pcraturan WaⅡ Kota ini.

Pasal 13

( I) Ca重on Tenaga pendamp血g sebagaimana dimaksud da｣am

Pasal 12 hams melalui tahap seleksi yang dilakukan oleh

Tim seleksi dari Dinas yang membidangi urucan Koperasi

d紬Usaha Mi慮り, Kec組dan Menenga重l Ko血Si蘭lga a屯u

sebutan lain lyang terdiri dari : Penanggungjawab, Ketua,

Sekretaris, dan Amggota) yang melaksrmakan kegiatan

DAK Non亀s址　PK2UKM sesuai dcng狐　ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Tenaga Pendamp血g y劃g telah diseleksi dan/atau

diev瓢uasi scbagai調a dimaksud pada ayat (1)

selanjutnya ditetapkan melalui Keputusrm kepala Dinas

yang membidangi umsan Koperasi dan Usa重ia Mi血o,

Kecil dan Menengah Kota Sibolga atau sebutan lain.

(3) Tenaga Pendamping sebagalmana dimaksud pada ayat

(2) menandatangani kontrak peljanjian kelja dengan

batas waktu sesuai tahun anggaran DAK Nonfisik

PK2 UKM.

竹I助の肌用



(4) Dalan hal berdasarkan penilaian dan Evaluasi kepala
Dinas yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah Kota Sibolga. atau sebutan

lain, ditemukan Tenaga Pendanping tidak melak紀nakan

tugas sesuai kon種ak, dapat dilakukan pengg狐色an

dengan Tenaga Pendamping yang baru.

(5) Besa則honora正um Tim Seleksi sebagaim劃a di皿aksud

pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 14

Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

sebelum melaksrmakan tugas Pendampingan Wajib mengikuti

kegiatan pembekalan oleh Dinas yang membidangi urusan

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Sibolga

atau sebutan lain.

Pas∈止15

(1) Tenaga　耽ndamp血g sebag年im劃a dimaksud d弧am

Pasal　13　d血am melaks孤ak狐　tugas dibe轟kan

honorarium.

(2) Honorahum Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan paling trmyak sebesar Rp.

2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap

bulan.

(3) Besa｢an Hono輪正um Tenaga Penda皿p正g sebagaimana

dimaksud pada ayat (2)血tetapka皿denga重I Keputus狐

WaH Kota.

Pasal 16

(i) D瓢am ha重皿endukung kel狐ca則tugas Pend劃p血gan

sebagaimana dimaksud d血am Pasal 12 ayat (6), D血as

yang membidangi ums狐　Koperasi dan Usaha Mi血o,

Kecil dan Menengah Kota Sibolga atau sebutan lain

dapat menunjuk pe]’abat di lingkungannya sebagai

kcolthator pendamping sesuai dengan perbandingan

jumlah dan sebaran Tenaga Pendamp血g.

(2) K○○rdinator pendamping sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) mempunyai tugas :

a. menyusun program kelja pendampingan;

b. melakukan pembinaan;

c. memberikan penilaian atas kinelja Tenaga

Pendamping;

d. melakukan supervisi, Monitoring, dan Evaluasi

kegiatan pendampingan ;

e.肌eねぬたの7し..



e. melakukan kcordinasi dan sinkronisasi dengan

koordinator Pendanping Ptovinsi; dan

f. melaporkan kegiatan Pendampingan kepada Wall

Kota mel瓢ui Kepala D血as yang membid紬gi urus弧

Koperasi dan Usaha Mi血o, Kecil dan Menengah Ko屯

Sibolga atau sebutan lain.

(3) Penilaian atas kinerJ’a Tenaga Pendamping sebagainana

dimaksud pada ayat (2) humf c hams memenuhi aspek

kehadi則, kedisipl血an, kepatuh紬pelaporan, dan basil

Penda血pi皿ga皿.

(4) Kcordinator pendamping sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh D血as yang membid劃由urusan

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota

Sibolga atau sebutan lain, serta dapat menerina

honora轟um sebesar Rp. 500.000,- (Hma mtus　正bu

mpiah).

(5) Bes紬an Honorarium Kcordinator Pendamping

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan

Keputus弧Wa虹Kota.

BABV量

Am恥sl ANGGARAN

Pasal 17

Bes紬an DAK Nonfisik PK2UKM Dinas yang membidangi

umsan Kopemsi dan Usaha Mikro, Kec組dan Menengah Kota

Sibolga atau sebutan lain diterima sesuai ketentuan

peraturan perundang- undangan.



Pasal 19

(1) Kep血a D血as yang membidangi ums餌Kopemsi dan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Sibolga atau

sebutan lain melakukan Monitoring dan Evaluasi

terhadap pelakcanaan kegiatan DAK Nonfisik PK2UKM.

(2) Monit〇五ng dan Bv瓢uasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dⅡakukan untuk menentukan capaian hasil

pelaks紬aan DAK Non慮s毘PK2UKM terhadap血d毘ator

kinelja sebagal berikut :

a. persentase kinelja penyerapan anggaran; dan

b. persentase capalan peserta Pelatihan dan Tenaga

Penda皿p血g berdasarkan target yang dite屯pkan oleh

Kementehan Koperasi din　Usaha Kec組　d孤

Menengah.

(3) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagalmana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dijadik狐penimb紬gan

d瓢am usulan pengalokasian DAK Non魚sik PK2UKM oleh

Kementerian Koperasi dan Usaha Keeil dan Menengah

pada tahun be轟ku血ya.

Ba(垂皿Kedua

Pe血poran

Pasal 20

(1) Kep瓢a D血as yang membidan産　ums劃　Kope胞si dan

Usaha Mikro, Kec址dan Mencngah Kota Si同lga a血u

sebutan lain,　menyanpaikan laporan realicasi

penggunaan DAK Non亀sik PK2UKM se亀ap tahap kepada

Mente正Keuangan c.q. D正ektur Jenderal Pe正mbangan

Keu狐gan sesuai dengan Peraturan Mente正Keuang劃

tent紬g pengelolaan DAK Non亀s址.

(2) Wan Kota melalui Kep弧a Dinas yang membidangi ums紬

Koperasi dan Usaha Mi血o, Kecil dan Menengah Kota

Sibolga atau sebutan lain wajib menyanpaikan laporan

bulanan, laporan semester, dan laporan akhir yang

memuat pelaksrmaan kegiatan DAK Nonfisik PK2UKM

kepada gubemur dengan tembusan Menteri, Menteri

Keuangan, dan Mente轟D瓢am Nege正.

(3) Penyanpaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan dalam jan蹟愉waktu paling lama 14 (empat

belas) hari sejak semester yang bersangkutan berakhir.

(4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

(3) sebag轡imana te脚tum d孤am宣急mp正an重量,重℃raturan

Wali Kota ini yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

丑AB ⅥⅢ....



BAB V重量量

KBTENTUAN PENUTUP

Pasal 2 1

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka

Peraturan Wan Kota Nomor 08 Tahun 202 1 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Penin8katan

Kapasitas Kopcmsi, Usaha Keen d紬Menengah Peme轟ntah

Kota Sibolga Talun　2021 dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulal berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,　memerintahkan

pengundangan Peraturan Wa正　Kota　血i,　dengan

penempat紬nya d血am Be轟ta Dae重ah Ko血Sibolga･

詩誌‡is薯]8a胸g　2.22



皿MP重RAN I

pERATu孤N wAしI KOTA slBOLGA

NOMOR IP TAHUN 2022

TENTANG PEDOMAN PENYEしENGGARAAN

DANA Aしo船sI KHuSuS NONFISIK

pEN量NGKATAN KA払s量TAs KopE孤sl, USAHA

KECIし　DAN MENENGA櫨　pEMER量NTAH Ko皿

SIBOLGA ↑AHUN 2022

重D田対置Iすms量 剩ｹ68�UEY68���?�yb�

P露重A冒量HAⅣ 

1 疲�蒄�W6W'F�� �� 

2 �� ��雄宣ki-1aki ��Pe重℃mpua皿 

3 ��v�問� ��Islam ��Buddha 

K轟sten ��Hindu 

Katholik ��KongHuCu 

4 疲�ﾖ�I|ｦ襾VｴｶW�6襾VGVｸﾌ�� �� 

5 彦X葫��FF�薈�誚v�ﾄﾆ���2� �� 

6 �� ��a.SD ��e.Sl 

b.SIノ冒p ��f.S2 

c.Sin ��富.S3 

d.Diplo皿 �� 

7 疲�FVﾇ���� �� 

8 嚢葷�ﾌr� �� 

9 疲�葷�Tﾔｴﾒ���W&�6�� �� 

10 ��V�ﾖ�ETﾔｴﾒ���W&�6�� �� 

11 �'�f也6�� �� 

12 噺�"���� �� 

13 彦�誚y�U�6覈�6��薺ﾔｴﾒ���7&�6�� �� 

14 疲�ﾖ�&ﾆ襾Vｴｶ��Vﾗ6�� �� 

15 疲�ﾖ�(�Tﾔｲ� �� 

16 ��ｶ�&�F�襷謬ﾔｴﾒ���Vﾗ6�� ��Pengurus ��PelakuUscha 
Koperasi 儁血o 

Pengavyas ��PcぬkuUsaha 

K○○X二輪si 僵ec遭 

Pen容cめ宣aKopemsi ��CalonWirausaha 

Dewa皿PengawasKopemsi 

17 蒜�VﾖR�ﾗｦWB標6���� �� 

18 肌Vﾖﾆ�┯����v��� �� 



19 ��W&ﾖ�6�ﾈﾆ��逍�誚F昧�F��芳�ﾆ�ﾒ� �� 

PengembanganUsaha 

20 噺V'WGV��腱昧�B� ��Pcrkopcrasran ��Man雀iehal 

Kewi重ausaha劃 ��Ko皿peten si(SKENI) 

Kete皿pi重紬 ��Tehaologi 

Teknis 剌dn｣b血as宣 

Akscsd細腰terasiKeungan 

21 �&6ｶ�Y��6襷�6�� �� 

Na皿a petugas Tangg血Bulan, Tahun Mengetahui K○○rd血ator

Pcnda皿p血g Nana peser自　　　　　Penda皿p血g

(…..….川...出.出川用)　(出川.･･出･･即･川･･･)  (･････同･用出川･出･･)



RENCANAKER事AP剛AKSANAANPENDAMPINCAN 

DAKNON冒重s暮KpEN暮NG鵬TAN議pAs暮TAsKOpE弧s萱.usAmM!KRO,DANKEc暮し 
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1 噺V'WGV���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 

2 磐V逞W7V�&V�6����ｶZ&ﾆ��VﾈｵFｷ6������ �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 

3 白�vﾆ�F���2��Gf��6ﾂ�&�6U�W6Z)e6���Vﾆ�Fﾆ���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 

4 ��Vﾆ���ｺ&��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 



Keterangm :
Kegiatan harian bisa memilih salah satu darn kegiatan bimbingan,

konsultasi atau advokasi atau bahkan melaporkan ketiga-tiganya.

Na皿un cakupan se山mh k車atan Pendamp血gan ha皿s

皿encakuロke正貨a unsur ke亙atan tersebut･
章Bi皿b血gan　=　Ban血弧　ya皿g dⅡakuk狐　Tenaga Penda皿p血g

menggrnakan c-/prosedur supaya peserta yang didampingi
皿a皿dih.

* Konsultasi = Kegiatan untuk membantu menyelesalkan masalah

yang di血劃i pese轟a.
* Advokasi = Mengupayakan solusi dari masalah yang did-pingi ke

d血am agenda keb鵡ak劃.

)　　　　　　(...-同..冊出川..冊冊..)


